
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBBRNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 204 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGANAN PASCABENCAI.,i.A SOSIAL

DI DISTRIK SINAK BARAT, DISTRIK POGOMO, DISTRIK BINA,
DISTRIK GOME DAN DISTRIK GOME UTARA KABUPATEN PUNCAK

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

batrwa dengan berakhirnya status tanggap darurat
penanganan bencana sosial di Distrik Sinak Barat, Distrik
Pogomo, Distrik Bina, Distrik Gome dan Distrik Gome
Utara Kabupaten Puncak, perlu dilakukan penanganai
pascabencana;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penanganan Pascabencana di Distrik
Sinak Barat, Distrik Pogomo, Distrik Bina Distrik Gome
dan Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak;

Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagr Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2OO7
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tam.bahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan
Keualgan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undalg Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peratural Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48281;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahrun 2008 tenta-ng
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20C8 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a82e);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tatnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l lentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peratural Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaal Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaal, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6731.);
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Menetapkan
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12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2O19 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
1 Tahun 2019 tentang Badal Nasional Penanggulalgan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 103);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal'r:un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
@erita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Penanganan Pascabencana di Distrik Sinak Barat, Distrik
Pogomo, Distrik Bina Distrik Gome dan Distrik Gome Utara
Kabupaten Puncak;

Penanganan Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU mulai tanggal 7 Agustus 2025 sampai
dengan 30 September 2025.

Penanganan Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat di Puncak.

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 7 Agustus
2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
OH

YI,JLIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002r21OO2

Salinan Keputusan ini disalsmrkan kepa.da Y!b!i
1. Kepala Biro Hukum Kementeri Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masingyang bersanglutan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD
MEKI NAWIPA


